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JAKARTA — Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rak-
yat. dan Kementerian
Keuangan akhirnya me-
nyetujui adanya alokasi
dana kelurahan dalam*
Anggaran
Pendapatan -dan Belanja
Negara 2019. Wakil Ketua
Badan Anggaran DPR,
Jazilu] Fawaid, mengatakan
mayoritas fraksi partai
politik di Badan Anggaran
telah menyetujui  alokasi
danayang akan dikucurkan
ke 8.485 kelurahan. ¢Ini
bukan karena pemilu saja,
tapi sudah diperjuangkan
sejak dulu,” kata Jazilul,
kemarin.

Jazﬂul,yangjugapohtxkus
Partai KebangkitanBangsa,
mengatakan Undang-Un-
dang tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja
Negara (UU APBN) 2019
akan menjadi ‘payung
hukum pengucuran: dana
kelurahan ini. Menurut
dia, dana  kelurahan
akan masuk dalam' Dana
Alokasi Umum (DAU)
APBN dengan pengawasan
oleh aparat pengawasan
ifiternal pemerintah. “Me-
kanisme teknisnya diatur
Kementerian Keuangan,”
ujar dia. -

Badan “Anggaran DPR
dan Kementerian Keuang-
an menyetujui alokasi
anggaran dana_keltrahan
dalam rapat panitia kerja
kemarin. ‘Dalam rapat
tersebut, pemerintah dan
DPR - menyepakati - dana
transfer daerah sebesar Rp
759,35 triliun, dana desa

L
Syamsuddin (tengah), hersama Wakil Ketua Banggar Said Ahdullah (kiri) dan Jaz ul Faw:

Diserahkan Melalui

Kepala Daerah

adan Anggaran DPR dan

Kementerian Keuangan

akhirnya menyetujui
alokasi dana kelurahan
pada Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara 2019. Banggar DPR
menyatakan skema penyaluran
dana kelurahan dilakukan
melalui Dana Alokasi Umum.
Penganggaran dana kelurahan
diserahkan kepada kepala
daerah kabupaten/kota.

Perbandingan

Jumlah dana kelurahan: Rp 3 .
triliun gy
Jumlah kelurahan: 8.485
kelurahan

Jumlah dana per kelurahan:
sekitar Rp 353 juta

Jumiah dana desa 2018: Rp
60 triliun

. Jumlah desa: 74.957 desa

Setujui Alokasi
Dana Kelurahan

Skema Dana Alokasi Umum dinilai membuat |
dana kelurahan tidak tepat sasaran..

sebesar Rp .70 triliun, dan

dana kelurahan sebesar Rp .

3 triliun dalam APBN 2019.
Dana kelurahan ini diambil
dari alokasi awal dana desa
yang sebesar Rp 73 triliun.
Wakil Ketua Badan Ang-
garan M.H. Said Abdullah
mengatakan mekanisme
Dana Alokasi Umum mem-
buat penyaluran = dana
kelurahan harus mela-
lui - pembahasan antara

pemerintah . kabupaten/.
kota dan DPRD kabu-
paten/kota. Selain _ itu,

menurut. dia, mekanisme
ini menjamin alokasi ‘dana
dari .pemerintah - pusat
bisa sampai ke kelurahan.
“Kalau lewat DAU, peme-
rintahkabupaten/kotaakan
membahas untuk dijadikan
perda,” ujar'dia.

Adapun anggota Badan

.Anggaran-dari Fraksi PDI

Perjuangan, Alex Indra
Lukman; mengatakan pe-
merintah perlu” membuat
peraturan pemerintah seba-
gai petunjuk’ pelaksanaan
alokasi dana kelurahan.
Menurut - dia,. pencairan

dana akan merujuk ke
syarat = tertentu, seperti
kinerja pelayanan publik
dengan besaran anggaran
yang dibagi dalam tiga
kategori:  baik, . perlu
ditingkatkan, dan sangat
perlu ditingkatkan.
Rencana menggulirkan
dana kelurahan sempat
menuai polemik. Sejumlah
kalangan menilai. rencana
ini tak memiliki landasan
hukum dan bertentangan

* dengan - Undang-Undang
. Nomor

23 Tahun 2014
tentang
Daerah. Undang-undangini
tak menyertakan kelurahan
sebagai. bagian - perangkat
daerah . yang memiliki
kuasa pemegang anggaran.
Mayoritas fraksi
meski mempertanyakan da-
sar hukumnya.

Anggota Badan Anggaran
dari Fraksi Partai Gerindra,
Nizar Zahro, mengatakan
fraksinya menolak jika
danatersebutdigelontorkan
sebagai dana kelurahan.
Menurut dia, alokasi dana
kelurahan ini tak memiliki

Pemerintahan -

setuju

landasan hukum. Ia ber-
pendapat - skema alokasi
dana - tersebut | seharusnya
masuk ddlam Dana Alokasi
Umum Tambahan, yang
ditransfer Kementerian Ke-
uangan kepada pemerintah
kabupaten/kota. “Jangan
membuat nama yang bias.”
Direktur Eksekutif
Komite Pemantauan Pelak-
sanaan - Ofonomi Daerah,
Robert Endi Jaweng, me-
ngatakan skema - DAU |
berpotensi. tak tepat
"Menurut dia,
ini memperlemah
pengawasan . " -alokasi
dana saat - pembahasan
di tingkat pemerintah
daerah. “Kalau skema DAU, |
wallahualam = dana -itu,”
ujarnya. Ia menyarankan .
agar pemerintah membuat
petunjuk pelaksanaan
yang lebih spesifik. Ada-
pun . Menteri- Keuangan
Sri  Mulyani Indrawati
mengatakan masih - akan

membahas - mékanisme

penyaluran dana kelu-

rahan. |
@ INDRI MAULIDAR

Jumlah dana desa: Rp 70 triliun

Metode Penyaluran

Dana Alokasi Umum
Pemerintah pusat
mengalokasikan dana kepada
setiap daerah otonom di
tingkat kabupaten/kota.

DAU merupakan $alah satu
komponen belanja pada
APBN dan menjadi salah satu
komponen pendapatan APBD.
Kewenangan mengalokasikan
dana ada pada kepala daerah.

Metode Pengawasan

- Badan Pemeriksa Keuangan

- Koordinasi dan supervisi
pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi

~ Inspektorat dan aparat
pengawasan internal
pemerintahan

Acuan Pendanaan

- Jumlah penduduk

- Angka kemiskinan dan
ketertinggalan

- Luas wilayah kelurahan

“- Kinerja pelayanan publik

Peruntukan

- Dana pembangunan
infrastruktur kelurahan

- Pemberdayaan masyarakat

- Stimulasi kegiatan
perekonomian

Waktu penyaluran: 2019
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